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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.O4/MEN/IV/2011 sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor, 150 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

14.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 378);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disebut SPM bidang ketenagakerjaan, adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga
secara minimal.

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik

yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
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10.

11.
12.

(1)
(2)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan DPRD
provinsi/kabupaten/kota menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui olen Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan
Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang
ketenagakerjaan bagi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota,
dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat
pelayanan dasar.

Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan
untuk mencapai SPM secara nasional.

Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah kabupaten/kota
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dinas Provinsi adalah instansi pemerintah provinsi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.

Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB I
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
Pasal 2

Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang
ketenagakerjaan berdasarkan SPM bidang ketenagakerjaan.

SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan standar pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang
meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu
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pencapaian, dan satuan kerja/Zlembaga penanggung jawab.

(3) Pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan, panduan operasional SPM
bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota, dan
komponen biaya SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 1, Lampiran |lI, dan Lampiran IlIl yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 3

SPM bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah
daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

BAB Il1
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan
SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh dinas
provinsi dan dinas kabupaten/kota.

(3) Penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh aparat yang mempunyai
kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 5

(1) Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Kkinerja
penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan kepada
Menteri.

(2) Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan tahunan
kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan
kepada Menteri melalui Gubernur.

(3) Format laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6
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